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A. Kesimpulan

Perlindungan hukum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana tercakup
dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dalam hal ini termasuk juga tenaga kerja.

‘Secara yuridis keberadaan pekerja anak harus dilindungi karena akan
menimbulkan berbagai macam permasalahan. Tidak adanya pengaturan secara tegas
mengenai larangan anak untuk bekerja merupakan salah satu sebab semakin
banyaknya jumlah anak yang bekerja. Meskipun sudah adanya ketentuan yang
mengatur larangan pekerjaan anak akan tetapi sampai saat ini belum dapat
diberlakukan. Dengan demikian keberadaan pekerja anak tidak dilarang akan tetapt
diberikan adanya batas-batas tertentu bagi anak untuk melakukan pekerjaan.

Semakin banyaknya jumlah anak yang bekerja (terutama di sektor informal),
maka anak tersebut harus dilindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang
dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Mayoritas anak-anak yang
bekerja di sektor informal berasal dari keluarga yang tidak mampu, oleh karena itu
mereka membutuhkan adanya bantuan berupa perlindungan dan pelayanan dari

anggota masyarakat dan pemerintah. Pelayanan dapat berupa kesempatan untuk
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memperoleh pendidikan dan kesehatan.  Upaya perlindungan dan pelayanan
dituyjukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.

Berdasarkan hasil penelitian sampai saat ini belum ada tindakan dari
Depnaker untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang bekerja di
sektor informal, karena Depnaker hanya dapat menjangkau pekerja anak disektor
formal saja. Tindakan pemerintah hanya bersifat preventif’ edukatif yatu berupa
pemberian pembinaan dan penyuluhan dan belum mengarah pada tindakan bersifat
represif yudisial yaitu upaya penerapan dan penegakan hukumnya.

Dengan demikian sudah semestinya menjadi kewenangan Depsos untuk
memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang bekerja di sektor informal.
Perlindungan yang dapat diberikan yaitu berupa upaya untuk memberikan pelayanan
di bidang pendidikan atau ketrampilan, bidang kesehatan dan pelayanan di bidang
sosial. Depsos memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja di sektor
informal, akan tetapi dalam lingkup anak jalanan. Sehingga untuk anak-anak yang
bekerja di sektor informal pada umumnya (bukan anak jalanan) belum mendapatkan
perlindungan sama sekali. Belum adanya ketentuan peraturan perundang-undangan
yang jelas mengatur mengenai anak-anak yang bekerja di sektor informal , hal ini
juga menjadikan sebab tidak dijaminnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang

bekerja di sektor informal.
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B. Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam melaksanakan
perlindungan hukum bagi anak-anak yang dipekerjakan adalah:

1. Merubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak bahwa tidak dibenarkan
keberadaan anak yang bekerja karena menganggu tumbuh kembangnya dan akan
tersita hak-haknya. Kesadaran masyarakat ditingkatkan melalui penyuluhan-
penyuluhan baik yang diadakan oleh perorangan ataupun lembaga-lembaga
pemerintah/ non pemerintah schingga masyarakat mempunyai kepedulian
terhadap masalah anak.

2. Mengundangkan serta melaksanakan peraturan perundangan yang selaras dengan
konvensi-konvensi internasional khususnya Konvensi Hak Anak. Dengan
demikian dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam upaya memberikan
perlindungan hukum bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, sehingga
hak dan kewajiban anak dapat terlindungi.

3. Pemerintah agar secara sungguh-sungguh memperhatikan mengenai pekerja
anak di sektor informal sebagai bentuk kepedulian yang nyata dari penghormatan
hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak guna menciptakan suatu lingkungan

yang kondusif dan lebih kongrit.

Demikian saran-saran dari penulis yang kiranya dapat penulis sampaikan, semoga
dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam

menyelenggarakan perlindungan anak.
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